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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Studi mengenai kebijakan publik dapat dipahami dari dua prespektif. Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakikatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. 
Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal yang berkaitan dengan sistem, prosedur, mekanisme dan kemampuan para pejabat publik (official officers) didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan 
Implementsai kebijakan publik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam penanganan fakir miskin dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan, penanganan kemiskinan dengan memenuhi hak masyarakat miskin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
 Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunya kondisi perekonomian di Indonesia. Pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat yaitu perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan masyarakat mengalami perubahan. 
Kemiskinan merupakan konsekuensi ataupun akibat dari berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sikap negara terhadap Masyarakat miskin diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat  1 berbunyi: “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam hal ini adalah menentukan Masyarakat berpedoman dengan 14 kriteria Masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). 
Masyarakat bisa dikatakan miskin jika dalam rumah tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria statistik sebagai berikut:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memilikin tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000 seperti sepeda motor kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainya.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. 
Sebagai sebuah program yang direncanakan secara terpusat, dalam pelaksanaan terdapat banyak aspek dan pihak yang terlibat. Dalam kaitan itu tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari peraturan pada saat pelaksanaan program. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaaan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkat lokal tidak menutup kemungkinan menghadapi permasalahan-permasalahan. 
Program ini sudah berjalan sejak tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual, dan sosial warga negara. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 
Dengan  adanya Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditentukan akan mendapatkan bantuan dana diperiode tertentu. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dana memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan dan pendamping. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. 
Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)  merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 
Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017). Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada dua komponen yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan. 
Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih banyak terdapat masyarakat miskin yang terutama bertempat tinggal di  daerah pelosok, salah satu  daerah tersebut adalah Desa Teluk Lanus. Desa Teluk Lanus memiliki luas wilayah 55.000 Ha dengan jumlah penduduk 1.409 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 218 yang terdiri dari jumlah perempuan 655 dan jumlah laki-laki 754. Penduduknya didominasi oleh petani, pekerja serabutan dan hanya sebagian kecil yang mempunyai tempat usaha (agen sembako) dengan begitu pemerintah daerah juga melihat Desa Teluk Lanus masih terdapat masyarakat miskin yang bahkan sangat miskin, maka dari itu  pemerintah memberi kebijakan untuk memilih Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menjadi salah satu penerima bantuan langsung bersyarat tersebut.
Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Desa Teluk Lanus mata pencaharianya bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
[bookmark: _Hlk179053948]Tabel I.1 
 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
	No
	Status Pekerjaan
	Jumlah Penduduk

	1
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	3

	2
	Tenaga Kerja Pendidik (Guru)
	21

	3
	Wiraswasta / Pedagang
	13

	4
	Nelayan
	4

	5
	Buruh Swasta
	76

	6
	Petani
	87

	7
	Lain-lain
	14

	
	Jumlah
	218


            Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Lanus Tahun 2024

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut mata pencaharaian masyarakat Desa Teluk Lanus adalah petani, karena di Desa Teluk Lanus terdapat banyak lahan persawahan dari situlah dapat membantu mata pencaharian masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. 
 Kriteria masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus yaitu sebagai berikut :
1. Kriteria komponen kesehatan
· Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan
· Anak usia 0-6 tahun, maksimal 2 anak
2. Kriteria komponen pendidikan
· Anak sekolah dasar (SD) atau sederajat
· Anak  sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat
· Anak sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat
· Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial
· Usia lanjut 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
· Penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
Dari kriteria diatas pada Desa Teluk Lanus jika didalam satu keluarga atau rumah tangga terdapat salah seorang diantara mereka yang merupakan seorang sarjana, pekerja PT, atau gajinya yang melebihi diatas 1 juta maka keluarga tersebut tidak termasuk kriteria. Melalui Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keluarga miskin percaya untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan serta pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan, 
Adapun kategori yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yaitu :

1. Pendidikan 
	Program Keluarga Harapan (PKH) anak sekolah akan dicairkan dalam empat tahap selama setahun, sesuai dengan jadwal berikut:
· Tahap pertama : Januari, Februari, Maret
· Tahap kedua : Mei, Juni, Juli
· Tahap  ketiga : Agustus, September, Oktober
· Tahap keempat : November dan Desember
2. Pangan dan Gizi
	Program PKH pangan dan gizi pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako. Bansos sembako ini diberikan secara non tunai dengan nilai 200 ribu perbulan.
3. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
	Pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Teluk Lanus. Dari adanya pemberdayaan masyarakat menghasilkan konsep pembangunan kualitas masnusia,  kapasitas ini mencakup lima aspek yaitu kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat.
4. Kesehatan
	PKH memberikan akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada disekitar mereka, manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai didorong untuk penyadang disabilitas dan lanjut usia.
Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, dapat memberikan bantuan tunai secara komponen seperti anak usia dini, anak sekolah yang belum menyelesaikan 12 tahun wajib belajar, lansia, ibu hamil, dan disabilitas dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini:
Tabel I.2
Besaran Bantuan PKH di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
	No 
	Kategori 
	Jumlah Bantuan

	1
	Anak usia dini 0-6 tahun 
	Rp 750.000/tahap

	2
	Pendidikan SD/ Sederajat
	Rp 225.000/tahap

	3
	Pendidikan SMP/Sederajat 
	Rp 375.000/tahap

	4
	Pendidikan SMA/Sederajat
	Rp 500.000/tahap

	5
	Ibu hamil/nifas
	Rp 750.000/tahap

	6
	Penyandang disabilitas
	Rp 600.000/tahap

	7
	Lanjut usia
	Rp 600.000/tahap


          Sumber : Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Teluk Lanus 2024	
Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu upaya konkret pemerintah dalam membantu masyarakat yang memerluka akses terhadap layanan dasar serta mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, besaran atau nominal bansos Program Keluarga Harapan (PKH) ditentukan berdasarkan golongan sesuai kategori yang telah ditentukan. Berikut adalah Gambar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS):

Gambar I.1.
[bookmark: _Hlk179061429]Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
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	Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini diberikan kartu peserta yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti kepesertaan dan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah nama perempuan dewasa seperti nama ibu, nenek, dan anak perempuan dewasa yang ada dalam keluarga, dan kartu tersebut dibawa setiap kali menerima Program Keluarga Harapan (PKH).  
Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diiperlukanya tenaga pendamping atau  pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana  pendamping  Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus  hanya terdapat 1 orang tenaga pendamping  yang direkrut dan ditetapkan oleh direktur  yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten. Adapun tugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu :
1. Kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Pertemuan awal dan validasi data calon keluarga penerima manfaat program keluarga  harapan
3. Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Penananganan masalah dan pengaduan Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Melakukan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memfasilitasi setiap akses layanan.
6. 	Melakukan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memfasilitasi setiap akses layanan.
7. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
8. Melakukan meditasi kepada Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan komplementer lainya.
Ketua RT atau Kepala Desa berperan dalam proses penentuan masyarakat yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), setiap ketua RT berperan dalam mengajukan nama-nama masyarakat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Berikut data masyarakat miskin sesuai jumlah penduduk di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Kabupaten Siak. 
Berikut ini grafik tentang jumlah keluarga miskin di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat pada grafik I.1: 
[bookmark: _Hlk179058892]Grafik I.1.
Jumlah keluarga miskin Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak










          Sumber: Kantor Desa Teluk Lanus Tahun 2024
	Berdasarkan Grafik I.1. berikut dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin  di Desa Teluk Lanus  Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak mengalami sedikit penurunan dari tahun  2020, dikarenakan setiap tahunya masyarakat Desa Teluk Lanus terdapat beberapa Kartu Keluarga (KK) yang pindah atau keluar dari Desa Teluk Lanus. Pada tahun 2020 terdapat 131 jumlah Keluarga Miskin (KM) dari 218 KK, kemudian  pada  tahun 2021 terdapat 128 jumlah Keluarga Miskin (KM) dari 218 KK, Tahun  2022 terdapat 123 jumlah Keluarga Miskin (KM)  dari 218 KK hingga tahun 2023 dan saat ini.
 Di  Desa Teluk Lanus, Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pada tahun 2020 dengan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  sebanyak 79 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan bersyarat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). 
Berikut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Teluk Lanus berdasarkan jumlah RT dapat dilihat pada I.3:
Tabel l.3 
Jumlah KPM PKH berdasarkan Kategori dan Jumlah RT Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 2020
	No
	Jumlah RT
	Jumlah KPM
	Kategori

	
	
	
	Anak usia dini
	Ibu hamil/nifas
	Anak sekolah
	Lansia 
	Disabilitas 

	1
	Rt 1
	5
	-
	-
	5
	3
	-

	2
	Rt 2
	6
	4
	-
	5
	1
	-

	3
	Rt 3
	7
	1
	1
	8
	1
	-

	4
	Rt 4
	5
	2
	-
	6
	-
	-

	5
	Rt 5
	8
	3
	1
	9
	-
	-

	6
	Rt 6
	7
	4
	-
	11
	-
	-

	7
	Rt 7
	7
	7
	-
	17
	-
	-

	8
	Rt 8
	9
	3
	-
	5
	-
	-

	9
	Rt 9
	5
	4
	-
	9
	-
	-

	10
	Rt 10
	7
	2
	-
	14
	2
	-

	11
	Rt 11
	8
	1
	-
	10
	-
	-

	12
	Rt 12
	7
	5
	1
	13
	-
	-

	
	Total 
	79
	36
	3
	112
	7
	-


Sumber Data: Pendamping PKH  Desa Teluk Lanus Tahun 2024

Berdasarkan tabel l.3 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah RT di Desa Teluk Lanus ada 12 RT. Masing-masing RT terdapat beberapa jumlah KK sebagai keluarga penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 79 KK dari total keseluruhan setiap RT yang mana didalamnya terdapat kategori ibu hamil 3 orang, lansia 7 orang, anak usia dini 36 orang, anak sekolah SD, SMP dan SMA keseluruhan 112 orang dan jumlah disabilitas tidak ada.
	Dari data diatas Desa Teluk Lanus masih memiliki jumlah keluarga penerima manfaat lainya dari Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetapi terdapat beberapa KPM yang kartunya terblokir karena adanya kesalahan teknis sehingga namanya tidak lagi  terdaftar dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat cair. 
Adapun penyebab terblokirnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adanya perbedaan data  seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama (ejaan), tempat tanggal lahir dan alamat dalam data bansos dengan data Disdukcapil, Perbedaan nama hanya pada satu huruf atau titik, terdapat dalam satu keluarga punya KTP dan KK ganda sehingga hal-hal tersebut bisa menjadi penghambat dan bantuan PKH nya tidak cair, data nomot induk di KTP harus sama dengan data di Kartu Keluarga (KK) jika tidak sama akan terjadi pemblokiran akibat invalid data tersebut, jika tidak sama maka sistem akan memblokir sendiri. Berikut ini jumlah KPM yang bantuanya tidak cair dari awal kartu terblokir hingga saat ini berikut jumlah penerima  :
Tabel l.4
Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)Yang Terblokir dan Bantuanya Tidak Cair
	No 
	Bulan/Tahun
	Jumlah KPM

	1
	Januari 2023
	2 

	2
	Mei 2023
	3

	3
	Agustus 2023
	5

	
	Total 
	10


Sumber Data: pendamping PKH Desa Teluk Lanus Tahun 2024
Berdasarkan tabel l.4 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih terdapat keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempunyai kendala dalam penerimaan bantuan tersebut dikarenakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) terblokir sehingga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat cair. Terdapat 10 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuanya tidak cair dari awal terblokir hingga saat ini. 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik mengambil judul tentang “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”.
B.  Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menemukan beberapa gejala masalah sebagai berikut :
1. Masih adanya keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
2. Masih kurangnya kepedulian dari perangkat Desa terhadap proses seleksi data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tidak melakukan  pengecekan ulang sebelum diajukan ke Dinas terkait sehingga banyak validasi data yang invalid.
		Berdasarkan gejala masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui  implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
b. Untuk mengetahui dampak dari implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan PKH untuk lebih maju lagi dan mensejahterakan masyarakat di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara khususnya pada kajian manajemen sumberdaya manusia.
c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama.








BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
Kebijakan memiliki dua aspek menurut Thoha (Prisca Lucya ,2020) 
a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. 
b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.
Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Sementara menurut Mazmaniah dan Sabatier (Kadji, 2016) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengindetifikasikan masalah yang ingin diatasi serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
Menurut Anderson (Kadir, 2020) secara umum “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaran-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah. 
Menurut Keban (Nurdin Syarif, 2019) berpendapat bahwa implementasi bekenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi tujuan-tujuan program, dengan cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. 
Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Abidin (Aneta 2022), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang siap diimplementasikan.
2. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.
3. Penggunaan  ukuran atau kriteria yang relevan.
4. Rumusan  kebijakan yang jelas.
Adapun pengertian kebijakan publik Secara etimologis menurut (Dunn, 2003)  istilah kebijakan (policy) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Sselanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata Bahasa Yunani dan sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi politica (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris politice, yang berarti Menangani masalah masalah publik atau adminitrasi pemerintahan.
Menurut Handoyo (2012) berpendapat bahwa kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga merujuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari agen kebijakan.
Kemudian kebijakan publik menurut Carl Freadrich  (Pramono, 2020) adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 
Menurut Nugroho (2014) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum.
2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah.
3. Kebijakan publik yang bersifat makro.
Menurut Serdamayanti (Pasolong, 2019) menyimpulkan bahwa terdapat 4 unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran kebijakan publik yang berciri kepemerintahan yang baik, sebagai berikut:
1. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
Selanjutnya menurut Lester dan Stewart Jr  (Agustino 2012:139), implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil (out put). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (out put), tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
Menurut Badjuri & Yuwono (2002) mengatakan bahwa pada dasarnya kebijakan publik terjadi karena adanya masalah yang perlu ditangani secara serius. Tanpa adanya masalah, barangkali tidak pernah ada sebuah kebijakan publik timbul. 
Selanjutnya, menurut Lasswell (Subianto, 2020) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian, proses kebijakan, hasil dari studi kebijakan, serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. Karena itulah menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multi-metode, serta problem oriented.
Senada dengan pendapat diatas, menurut Anderson  (Tachjan et al., 2006) mengemukakan bahwa “public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah. Kemudian kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. 
Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, menurut Dye (Handoyo, 2012) mengartikan kebijakan publik sebagai “whatever Government choose to do or not to do” kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Menurut Rosyad (2019:176) Implementasi bukan sekadar tindakan; itu adalah kegiatan yang direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut definisi yang diberikan di atas, implementasi bukan sekadar kegiatan; merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Akibatnya, implementasi tidak mandiri tetapi dipengaruhi oleh objek masa depan 
Sebuah program mencakup semua kegiatan yang merupakan bagian dari entitas administratif memiliki tujuan yang sama untuk saling berhubungan dan saling melengkapi keduanya itu harus diterapkan bersamaan Muhaimin (2009: 349). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu rancangan yang terstruktur secara sistematis terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu untuk bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan, adanya program dalam suatu pelaksanaan akan memudahkan berjalannya sebuah kegiatan dengan saling berhubungan.
Program Keuarga Harapan atau biasa yang disingkat dengan PKH  adalah bentuk dari bantuan sosial salah satu program dari perlindungan sosial yang ada di Indonesia. PKH termasuk salah satu upaya pemerintah yang memiliki tujuan dalam mengatasi kemiskinan, bantuan sosial PKH diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan sudah terdaftar dalam (DTKS). 
Penerima bantuan sosial PKH disebut Keluarga Penerima Manfaat atau biasa disingkat sebagai KPM, selama adanya bantuan sosial PKH ini sangat membantu menurunkan angka kemiskinan dan melatih kemandirian penerima bantuan sosial (Kementerian Sosial, 2021: 7). Prosedur Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan perencanaan, identifikasi calon peserta, validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan, identifikasi keluarga penerima Program Keluarga Harapan, penjelasan bantuan sosial Program Keluarga Harapan, dan pendampingan Keluarga Harapan. 
Program meningkatkan kapasitas keluarga, menunjukkan komitmen keluarga terhadap penerima PKH, pemutakhiran statistik keluarga penerima manfaat, dan mengubah kepesertaan PKH (Kementerian Sosial, 2021: 22). George  C Edward lll (1984:1) dalam Karmanis dan Karjono (2020:2) menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilajsanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau aoutcomes bagi masyarakat. 
Yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung menurut Edwards lll (1980) yaitu ada 4 faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu: 
1. Komunikasi 
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya 
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi 
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel.
B. Operasional  Variabel  Peneletian
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep penelitian ini, maka terlebih dahulu dijelaskan konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
1. Analisis 
Yang dimaksud dengan analisis adalah aktivitas penyelidikan untuk mengamati kejadian-kejadian agar mengetahui sesuatu hal untuk ditafsirkan lebih lanjut, dalam hal ini terkait dengan implementasi  program keluarga harapan di Desa Sumber Jaya.
2. Implemenasi 
Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan  atau penerapan yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satu upaya mewujudkankan dalam suatu sistem.
3. Program 
Program adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarakan perencanaaan yang bersumber dari data yang valid dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun.
4. Keluarga 
Keluarga  adalah kelompok yang  terdiri dari dua atau lebih pribadi yang tergabung  karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungann pengangkatan, yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan saling berinteraksi  satu sama lain.
5. Program  Keluarga Harapan (PKH)
Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai  keluarga penerima  manfaat PKH yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan.
Adapun teori yang dipakai sebagai  indikator adalah pendapat Edward III (Karmanis dan Karjono,2020:2) berpandangaan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu :
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Adapun sub indikator mengenai komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
a. Adanya kejelasan dalam penyebaran informasi yang dilakukan mengenai pelaksanaan kegiatan program keluarga harapan (PKH).
b. Adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pendamping yang terkait informasi Program Keluarga Harapan (PKH).
c. Adanya informasi yang disampaikan pendamping PKH yang mudah dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
d. Adanya informasi yang terkait pencairan dana dirasakan bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Sumber daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Adapun sub indikator mengenai sumberdaya dalam program keluarga harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu:
a. Adanya tenaga pendamping sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang ketersediaanya cukup memadai
b. Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan program keluarga  harapan (PKH).
c. Adanya kemampuan pendamping sebagai pekaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memverifikasi data
d. Adanya pendamping sebagai perwakilan pemerintah yang selalu memonitor kondisi masyarakat dirasakan sangat berharga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
3. Disposisi
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Adapun sub indikator mengenai disposisi dalam implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu:
a. Adanya respon positif pelaksana dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH).
b. Adanya solusi yang diberikan oleh pendamping terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
c. Adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
d. Adanya tanggapan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
4. Struktur Birokratik
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Adapun sub indikator mengenai struktur birokratik dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu:
a. Adanya mekanisme proses pemberian bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat yang layak menjadi KPM.
b. Adanya kesesuaian nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku.
c. Adanya tugas dan tanggungjawab dari pelaksana atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai aturan yang berlaku.
d. Adanya jaminan yang diberikan pemerintah melalui pendamping sebagai bentuk kepedulian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirasakan sangat membantu kebutuhan harian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya untuk mengukur penilaian atas variabel implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dari  beberapa indikator tersebut diatas, maka penulis memberikan penilaian sebagai berikut :
Sangat Baik (SB)		: diberi skor 4
Baik (B)			: diberi skor 3
Kurang Baik (KB)		: diberi skor 2
Tidak Baik (TB)		: diberi skor 1














BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilkukan di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi dasar penulis memilih lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dalam penerapan, pelaksanaan dan penyuluhan terdapat masyarakat miskin atau rentan yang membutuhkan Program Keluarga Harapan (PKH)  dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Di Desa Teluk Lanus Kecamatan Suangai Apit Kabupaten Siak masih terdapata keluarga miskin yang tidak mendapatakan bantuan yang merata dari PKH dan masih belum maksimalnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
B. Populasi dan Sampel
Menurut sugiyono (2017:90) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Selanjutnya menurut sugiyono (2017:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa Teluk Lanus, dan masyarakat penerima bantuan PKH. Unsur kelembagaan Desa dan Masyarakat di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu Penghulu, Kerani, Staf Kantor, Pengurus LPMK, Ketua RT, Pendamping PKH. Untuk pengambilan sampel perangkat Desa dan masyarakat penerima PKH  penulis menggunakan teknik total sampling/sampling jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2017:96) teknik sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
[bookmark: _Hlk179103702]Tabel lll.1 
Keadaan Populasi dan Sampel Desa Teluk Lanus 
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
	No 
	Jenis Populasi
	Populasi
(orang)
	Sampel
(orang)
	Persentase
(%) 

	1
	Penghulu 
	1
	1
	100

	2
	Kerani 
	1
	1
	100

	3
	Staff Kantor
	6
	6
	100 

	4
	Pengurus LPMK
	5
	5
	100 

	5
	Ketua RT
	12
	12
	100 

	6
	Kepala Dusun
	-
	-
	-

	7
	Juru Tulis
	-
	-
	-

	8
	Kaur
	-
	-
	-

	9
	Pendamping Sosial PKH
	1
	1
	100 

	10
	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan KK
	79
	79
	100 

	Total
	105
	105
	100


Sumber Data: Kantor Desa Teluk Lanus Kec. Sungai Apit Kab. Siak 2024


C. Jenis Data
Data dikumpulkan pada saat peneliti berada dilapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :
1. Data Primer
Menurut Soewadji (2012:147) data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteleiti. Adapun data yang diperoleh langsung subjek yang diteliti (responden) penelitian meliputi data yang menyangkut tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang dapat diukur dalam 4 indikator yaitu :
a. Komunikasi 
b. Sumber daya
c. Disposisi
d. Struktur Birokrasi
2. Data Skunder
Menurut soewadji (2012:147) data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Untuk dapat mendukung objek yang akan diteliti, antara lain :
a. Gambaran umum sejarah Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
b. Keadaan penduduk Desa Teluk Lanus Kecamaatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
c. Keadaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
d. Keadaan dan jumlah perangkat Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
e. Tugas dan wewenang pendamping PKH di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
f. Data jumlah keluarga miskin di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut Pasolong (2013:131) observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Oleh karena observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol reliabilitas dan validitasnya.
2. Wawancara
Menurut Sahya Anggara (2015:113) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dari jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Kuesioner 
Menurut Sugiyono (2017:162) kuesioner merupakan teknik mengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
E. Analisis Data
Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Kegiatan dalam analisa data pada penelitian ini adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. 
Analisis data dilakukan dengan cara skala likert yang mana menurut Sugiyono (2019:93) skala likert adalah untuk mengukur sikap yang dimiliki oleh responden, bisa juga digunakan untuk melihat pendapat atau persepsi seseorang maupun sekelompok orang sehingga mendapatkan jawaban yang tepat untuk fenomena sosial yang diteliti. 
Agar bisa memberikan pengukuran jawaban yang tepat maka peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner atau angket, pengumpulan jawaban kemudian dilakukan oleh analisa sehingga menghasilkan jawaban yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sebelum melakukan analisis data, dilakukan rekapitulasi skor penilaian pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Ada 4 jawaban yang akan diberikan oleh responden diantaranya adalah:
1. Sangat Baik (SB) diberi skor 4 poin
2. Baik (B) diberi skor 3 poin
3. Kurang Baik (KB) diberi skor 2 poin
4. Tidak Baik (TB) diberi skor 1 poin
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian sebagai berikut:
Langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah ( Lind et al dalam Zulgenef)
a. Skor tertinggi	= 4 x 4 x 105 = 1.680
b. Skor terendah	= 1 x 4 x 105 = 420
Selanjutya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind et al dalam Zulgenaf (2018:165) yaitu: 
Dimana :
H = nilai data tertinggi ( higest value)
L = nilai data terendah ( lowest value )
K = jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
 
.
Untuk penentuan skor dari setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan  kategori skor sebagai berikut:


	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	1.366-1.680

	Baik
	1.051-1.365

	Kurang Baik
	736-1.050

	Tidak Baik
	420-735


Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

420     TB	735	    KB	     1.050       B        1.365     SB     1.680
2. Pengukuran untuk variabel penelitian sebagai berikut:
Langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah( Lind et al dalam Zulgenef )
a. Skor tertinggi  	= 4 x 16 x 105 = 6.720
b. Skor terendah 	= 1 x 16 x 105 = 1.680
Selanjutya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind et al dalam Zulgenaf (2018:165) yaitu: 
Dimana :
H = nilai data tertinggi ( higest value)
L = nilai data terendah ( lowest value )
K = jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
 

Untuk penentuan skor dari setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan  kategori skor sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	5.461- 6.720

	Baik
	4.201- 5.460

	Kurang Baik
	2.941- 4.200

	Tidak Baik
	1.680 -2.940



Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

1.680	TB	2.940	   KB	   4.200	B	5.460	    SB	 6.720

Dalam penyajian data, penulis menggunakan distribusi frekuensi sehingga dapat diketahui berapa persentase tanggapan responden yang tersebar untuk setiap kriteria jawaban yang tersedia. Untuk melengkapi hasil penelitian, maka akan disajikan dalam bentuk diagram.













BAB IV
GAMBARAN UMUM KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN 
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

A. Sejarah Berdirinya Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Kampung Teluk Lanus merupakan bekas hutan zaman jepang pada waktu itu dikelola menjadi cabang RW dari Kampung induk yaitu Kampung Sungai Rawa Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada tahun 1980 Kampung Teluk Lanus menjadi desa definitif. Pada tahun 1990 pula Kabupaten Siak terjadi pemekaran dan Kampung Teluk Lanus masuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak. Kampung Teluk Lanus terletak di dalam wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kampung Baru Kabupaten Kepulauan Meranti. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serapung Kabupaten Pelalawan.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Penyengat Kabupaten Siak. 
Luas wilayah Kampung Teluk Lanus adalah 55.000 Ha dimana Geografi berupa daratan yang bertopografi datar, dan 150 Ha daratan penyesuaian iklim Kampung Teluk Lanus, sebagaimana Kampung-kampung lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. 
Penduduk Teluk Lanus berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku Melayu dan Jawa, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan masyarakat sejak adanya Kampung Teluk Lanus, dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. 
B. Struktur Organisasi Perangkat Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Berikut ini Struktur Organisasi Perangkat Kampung Teluk Lanus
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat pada bagan IV.1 berikut ini:







[bookmark: _Hlk179106139]Bagan IV.1
Struktur Organisasi Perangkat Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
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C. Perangkat Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
1. Penghulu 
Penghulu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penghulu memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pemerintahan kampung seperti tat paraja pemerintahan, penetapan peraturan di kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, adminitrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perkampungan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan;
c. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
d. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan  dan;
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Kerani 
Kerani bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan. Kerani memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Penghulu, Perangkat Kampung, BAPEKAM dan lembaga pemerintahan kampung lainnya; dan
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, invertarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. BAPEKAM 
Bapekam memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Penghulu. 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung dan;
c. Melakukan pengawasan kinerja Penghulu.
4. LPMK 
LPMK memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kampung
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kampung
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif;
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat Kampung; dan
f. Penggali, pedayagunaan dan pengembangan potensi  sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup masyarakat Kampung. 
5. Juru Tulis I
Juru tulis bertugas membantu Penghulu sebagai pelaksana tugas operasional. Juru Tulis I memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
b. Penyusunan rancangan regulasi kampung
c. Pembinaan masalah pertanahan
d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
f. Kependudukan
g. Penataan dan pengelolaan wilayah dan
h. Pendataan dan pengelolaan profil kampung

6. Juru Tulis II
Juru Tulis II memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Melakukan pembanguna sarana dan prasarana perkampungan
b. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialiasasi; dan
c. Motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
7. Juru Tulis III
Juru Tulis III memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, kegunaan dan ketenagakerjaan.
8. Kaur Umum
Kaur Umum Perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung;
b. Menginterverisir data-data dalam rangka pembangunan;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan 
d. Penyusunan laporan.
9. Kaur Keuangan
Kaur keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Pengurusan administrasi keuangan;
b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
c. Verifikasi administrasi keuangan; dan 
d. Administrasi penghasilan Penghulu, Perangkat Kampung, BAPEKAM, dan lembaga kampung lainnya. 
10. Kepala Dusun 
Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang bertugas membantu Penghulu dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan kewilayahan;
b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung. 



D. [bookmark: _Hlk179108132]Keadaan dan Komposisi Penduduk di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Kampung Teluk Lanus mempunyai jumlah penduduk 1.409 jiwa, yang terdiri dari penduduk Laki-laki 754 jiwa dan penduduk perempuan 655 jiwa dan terdiri 418 KK, yang terbagi 3 Dusun. Untuk lebih jelas nya bisa di lihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Hlk179105259]Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Kampung Teluk Lanus
Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	1
	Laki-laki
	754
	53,52%

	2
	Perempuan
	655
	46,48%

	             Jumlah
	1.409
	100


Sumber Data : Kantor Desa Teluk Lanus Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Tahun 2024
Berdasarkan tabel IV.1dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah 1.409 jiwa. Jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 754 jiwa atau sama dengan 53,52%. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 655 jiwa atau sama dengan 46,48%. 
Selanjutnya jumlah usia penduduk yang ada di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupeten Siak dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



1. [bookmark: _Hlk179108381] Keadaan dan Komposisi Penduduk Kampung Teluk Lanus
Berdasarkan Usia
[bookmark: _Hlk179105344]Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Kampung Teluk Lanus
Berdasarkan Usia
	No
	Kelompok Usia
	Jumlah
	Persentase

	1
	0-5 tahun
	20
	1,42%

	2
	6-11 tahun
	190
	13,48%

	3
	12-19 tahun
	216
	15,34%

	4
	20-25 tahun
	765
	54,29%

	5
	26-40 tahun
	50
	3,54%

	6
	41-55 tahun
	30
	2,13%

	7
	56-64 tahun
	25
	1,77%

	8
	65 tahun keatas
	113
	8,02%

	Jumlah
	1.409
	100


Sumber Data : Kantor Desa Teluk Lanus Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Tahun 2024
Berdasarkan pada Tabel IV.2 dapat disimpulkan bahwa terdapat penduduk yang berusia 20 sampai 25 tahun menempati posisi pertama dengan jumlah sebanyak 765 orang (54,29%), penduduk yang berusia 12 sampai 19 tahun sebanyak  216 orang (15,34%), penduduk yang berusia 6 sampai 11 tahun sebanyak 190 orang (13,48%), selanjutnya penduduk yang berusia 65 tahun keatas sebanyak 113 orang (8,02%), kemudian untuk yang berusia 26-40 tahun sebanyak 50 orang (3,54%), yang berusia 41 sampai 55 tahun sebanyak 30 orang (2,13%). Untuk yang berusia 56 sampai 64 tahun sebanyak 25 orang (1,77), dan untuk posisi terakhir penduduk yang berusia 0-5 tahun sebanyak 20 orang (1,42%). 
E. Keadaan dan Jumlah Perangkat Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
1. [bookmark: _Hlk179109694]Keadaan dan Komposisi Perangkat Kampung Teluk Lanus
Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Camat, maka Kampung Teluk Lanus mempersiapkan anggota-anggota yang membantu dalam menjalankan tugas yang ada dalam Kantor Kampung sebagai proses membantu terhadap pelayanan yang ada di Kantor Kampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
[bookmark: _Hlk179109028]Tabel IV.3
Jumlah Perangkat Kampung Teluk Lanus
Berdasarkan Jenis Kelamin
	Klasifikasi Pegawai

	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Honorer
	Jumlah
	Persentase

	1
	Laki-laki
	-
	7
	7
	70,00%

	2
	Perempuan
	-
	3
	3
	30,00%

	Jumlah
	-
	10
	10
	100


Sumber Data : Kantor Desa Teluk Lanus Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak, Tahun 2024
Berdasarkan Tabel IV.3 di atas terlihat bahwa pegawai Laki-laki lebih banyak dari perempuan yang dalam persentase nya yaitu Laki-laki 70,00% dan yang perempuan 30,00% dan dilihat jumlah keseluruhan antara Laki-laki dan Perempuan sebanyak 10 orang. 
2. [bookmark: _Hlk179109646]Keadaan dan Komposisi Perangkat Kampung Teluk Lanus
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Selanjutnya untuk melihat tingkat pegawai Perangkat Kampung di Kantor Kampung Teluk Lanus bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.4
Jumlah Perangkat Kampung Teluk Lanus
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	Klasifikasi Pegawai

	No
	Tingkat Pendidikan
	Pegawai
	Aparatur Desa
	Jumlah
	Persentase

	1
	S1
	-
	2
	2
	20,00%

	2
	SLTA/Sederajat
	-
	8
	8
	80,00%

	Jumlah
	-
	10
	10
	100


Sumber Data: Kantor Desa Teluk Lanus Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Tahun 2024
Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat di lihat bahwa latar belakang pendidikan para pegawai Perangkat Kampung Teluk Lanus yaitu SLTA/Sederajat 8 orang atau (80,00%), dan untuk S1/Sarjana adalah 2 orang atau (20,00%).
F. Sarana dan Prasarana di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Sarana dan prasarana sangat diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang diberikan untuk membantu dalam meningkatkan proses kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk melihat Sarana dan Prasarana yang ada di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai berikut: 



[bookmark: _Hlk179109790]Tabel IV.5
Jumlah Sarana di Kantor Kampung Teluk Lanus 
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
	No
	Jenis Sarana
	Jumlah
	Keadaan

	1
	Kursi
	7
	Baik

	2
	Meja
	6
	Baik

	3
	Lemari Arsip
	5
	Baik

	4
	Komputer/Laptop
	3
	Baik

	5
	Printer
	2
	Baik

	6
	Dispenser
	1
	Baik


Sumber Data: Kantor Desa Teluk Lanus Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak, Tahun 2024
Pada Tabel IV.5 dapat dilihat bahwa sarana yang ada di Kantor Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berjumlah ada 6 jenis sarana dalam keadaan baik. 
Tabel IV.6
Jumlah Prasarana di Kampung Teluk Lanus
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
	No
	Jenis Prasarana
	Jumlah
	Keadaan

	
	
	
	Tidak
Rusak
	Rusak

	1
	Kantor Kampung/Desa
	1
	1
	-

	2
	Balai Kampung/Desa
	1
	1
	-

	3
	Kantor LPMK/BAPEKAM
	1
	1
	-

	4
	Pustu
	1
	1
	-

	5
	TK/Paud
	1
	1
	-

	6
	Masjid/Musholla
	6
	6
	-

	7
	Polindes
	2
	1
	1

	8
	Posyandu
	2
	1
	1

	9
	Angkutan Umum
	2
	2
	-

	10
	Pos Bhasarnas
	1
	-
	1


Sumber Data : Kantor Desa Teluk Lanus Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak Tahun 2024
Berdasarkan Tabel IV.6 dapat dilihat bahwa prasarana yang ada di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berjumlah 10 unit dengan keadaan baik dan masih layak untuk digunakan.
 
BAB V
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
A. Identitas Responden
Sehubung dengan penelitian yang dilakukan, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang berjumlah 105 responden yang terdiri dari Perangkat Desa sebanyak 25 orang, pendamping Sosial sebanyak 1 orang dan Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 79 orang, untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat diliat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam penelitian ini terkait Analisis Implementasi Program keluarga Harapan (PKH), penulis mengambil beberapa pegawai di Desa Teluk Lanus, Pendamping Sosial Serta Keluarga Penerima Manfaat sebagai responden. Penulis dapat menggambarkan perbedaan jenis kelamin yang menjadi responden penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan jenis kelamin responden dapat dilihat dari diagram berikut ini:




Tabel V.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
	KPM
	Pendamping
PKH
	
	

	1
	Laki-laki
	19
	12
	1
	32
	30

	2
	Perempuan
	6
	67
	0
	73
	70

	Jumlah
	25
	79
	1
	105
	100


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat dijelaskan, Sebagian besar responden berjenis Perempuan sebanyak 73 orang (70%), sedangkan responden berjenis Laki-laki sebanyak 32 orang (30%).
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia
Umur dapat dijadikan salah satu pedoman Tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil Keputusan. Perbedaan Tingkat umur merupakan salah satu informasi untuk menentukan seseorang layak atau belum dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terkait penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan usia responden dapat diliat dari Tabel berikut ini:
[bookmark: _Hlk179110471]Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia
	No
	Tingkat Usia
(Tahun)
	Responden
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
	KPM
	Pendamping
PKH
	
	

	1
	20-40
	10
	11
	1
	22
	21

	2
	41-50
	7
	27
	-
	34
	32

	3
	51-60
	8
	32
	-
	40
	38

	4
	61-70
	-
	5
	-
	5
	5

	5
	71-80
	-
	4
	-
	4
	4

	Jumlah
	25
	79
	1
	105
	100


Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2024

Berdasarkan tabel V.2 di atas dapat diketahui responden yang berusia 20 sampai 40 tahun sebanyak 22 orang (21%), yang berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 34 orang (32%), yang berusia 51 sampai 60 tahun sebanyak 40 orang (38%), yang berusia 61 sampai 70 tahun sebanyak 5 orang (5%), yang berusia 71 sampai 80 tahun sebanyak 4 orang (4%).
3. Identitas responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Perbedaan Tingkat Pendidikan merupakan dalah satu Gambaran untuk dapat menilai kecakapan dan kemampuan seseorang dalam menjawab berbagai pertanyaan terkait Analisis Implementasi PKH di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan Tingkat Pendidikan responden dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:
[bookmark: _Hlk179110528]Tabel V.3
Identitas Berdasarlan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Responden
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
	KPM
	Pendamping
PKH
	
	

	1
	SD
	-
	63
	-
	63
	60

	2
	SMP
	-
	12
	-
	12
	11

	3
	SMA
	19
	4
	1
	24
	23

	4
	S1
	6
	-
	
	6
	6

	Jumlah
	25
	79
	1
	105
	100


Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan. Tahun 2024 
Berdasarkan tabel V.3 di atas dapat dijelaskan responden yang memiliki Tingkat Pendidikan SD berjumlah 63 orang (60%), yang memiliki Tingkat Pendidikan SMP berjumlah 12 orang (11%), yang memiliki Tingkat Pendidikan SMA berjumlah 24 orang (23%), yang memiliki Tingkat Pendidikan S1 berjumlah 6 orang (6%).
Setiap penelitian bertujuan untuk mencari jawaban dari beberapa permasalahan yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Bab ini data hasil temuan Analisa penulis sebagai upaya untuk menjawab permasalahan.
B. Tanggapan Responden Mengenai Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Api Kabupaten Siak
Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil angket yang yang disebar kepada responden penelitian yang berjumlah 105 orang. Semua data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan Analisa data yang didasarkan pada indikator-indikator Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka penulis menggunkan teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang meliputi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. 
Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada bab ini akan penulis sajikan pada data hasil temuan selama dilapangan yang nantinya akan dilaukan penganalisaan sebagai Upaya dalam menjawab permasalahan penulis.
Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh merupakan hasil angket yang disebarkan kepada responden penelitian yaitu pegawai, pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Semua data yag diperoleh akan diolah sesuai dengan Analisa data yang didasarkan pada indikator-inikator pengukuran. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 105 orang yang terdiri dari 25 pegawai, 1 pendamping PKH, dan 79 Keluarga Penerima Manfaat (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang menjadi sampel. 
Adapun Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, melalui beberapa tahap sebagai berikut:
1. Menganalisa tanggapan responden terhadap masing-masing sub indikator penelitian, Dimana masing-masing sub indikator penelitian diberikan rentang jawaban kepada responen yaitu 4,3, 2, 1.
Berdasarkan hasil jawaban dari responden akan diketahui apakah sub indikator tersebut hasilnya sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik, berdasarkan ketentuan berikut ini: 
2. Adapun kategori penelitian untuk tiap indikator sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	1.366-1.680

	Baik
	1.051-1.365

	Kurang Baik
	736-1.050

	Tidak Baik
	420-735


3. Maka kategori penelitian untuk variable penelitian adalah sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	5.461- 6.720

	Baik
	4.201- 5.460

	Kurang Baik
	2.941- 4.200

	Tidak Baik
	1.680 -2.940


Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind et al dalam Zulganef, kategori Sangat Baik pada rentang 1.366-1.680, Kategori Baik berada pada rentang 1.051-1.365, kategori Kurang Baik berada pada rentang skor 736-1.050, dan Kategori Tidak Baik pada rentang 420-735.
Sehubungnya dengan yang penulis lakukan terhadap Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka penulis akan mengukur Implementasi berdasarkan teori yang dikemukkan oleh George Edward III dalam (Karmanis dan Karjono, 2020) sebagai berikut:
1. Komunikasi  
Komunikasi dalam penelitian ini adalah komunikasi yaitu proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi yang disampaikan, komunikasi dalam implementasi kebijakan dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan oleh implementor dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, komunikasi yang dimaksud ialah koordinasi antara pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak baik dengan mitra/rekan kerja maupun komunikasi dengan masyarakat.
a. [bookmark: _Hlk174613673]Adanya Kejelasan dalam penyebaran informasi yang dilakukan mengenai pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)  di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, kejelasan informasi ini meliputi Tujuan Program, Kriteria Penerima Bantuan, jenis bantuan, cara penerimaan bantuan dan lain sebagainya. Kejelasan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan sehingga tujuan dari pelaksanaan program bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien. 
b. Adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pendamping yang terkait informasi Program Keluarga Harapan (PKH). Sosialisasi ini dilakukan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat PKH,syarat penerima manfaat, serta hak dan kewajiban penerima bantuan. Memantau perkembangan keluarga penerima manfaat dan meberikan bimbingan sesuai kebutuhan, berinteraksi langsung dengan KPM untuk mendengarkan keluhan, masukan, dan aspirasi mereka. 
c. [bookmark: _Hlk174412065]Adanya informasi yang disampaikan pendamping PKH  yang mudah dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menyampaikan berbagai informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mudah dipahami antara lain informasi tentang komponen PKH yang ada dalam rumah tangga KPM, edukasi tentang penggunaan bantuan PKH dengan bijak, dan informasi tentang kebijakan dan proses bisnis PKH. 
d. Adanya informasi yang terkait pencairan dana dirasakan bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Hlk179110657]Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Komunikasi
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	KB
	TB
	

	1.
	Adanya kejelasan dalam penyebaran informasi
	Frekuensi
	3
	99
	3
	0
	105

	
	
	Skor
	12
	297
	6
	0
	315

	2.
	Adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pendamping yang terkait informasi Program Keluarga Harapan (PKH)
	Frekuensi
	1
	17
	82
	5
	105

	
	
	Skor
	4
	51
	164
	5
	224

	3.
	Adanya informasi yang disampaikan pendamping PKH yang mudah dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	Frekuensi
	4
	36
	63
	2
	105

	
	
	Skor
	16
	108
	126
	2
	252

	4.
	Adanya informasi yang terkait pencairan dana dirasakan bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	Frekuensi
	13
	28
	62
	2
	105

	
	
	Skor
	52
	84
	124
	2
	262

	Total
	Frekuensi
	21
	180
	210
	9
	420

	
	Persentase (%)
	5
	43
	50
	2
	100

	
	Skor
	84
	540
	420
	9
	1.053


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data Tahun 2024
[bookmark: _Hlk174406941]
[bookmark: _Hlk174736225][bookmark: _Hlk175097636][bookmark: _Hlk175088769][bookmark: _Hlk174712896]Berdasarkan Tabel V.4 diatas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Komunikasi yang terdiri dari 4 (empat) sub indikator diantaranya, sub indikator yang pertama yaitu Adanya kejelasan dalam penyebaran informasi yang dilakukan mengenai pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 315, sub indikator yang kedua yaitu Adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pendamping yang terkait informasi Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 224.
[bookmark: _Hlk174737261]Sub indikator yang ketiga yaitu Adanya informasi yang disampaikan pendamping PKH yang mudah dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh skor 252. Dan sub indikator yang ke empat yaitu Adanya informasi yang terkait pencairan dana dirasakan bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh skor 262, Sehingga berdasarkan keterangan tersebut total skor tangapan responden terhadap komunikasi adalah 1.053. 
[bookmark: _Hlk174737840]Berdasarkan hasil penelitian terhadap Komunikasi kondisi Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak  dapat dilihat jelas melalui diagram berikut ini:
[bookmark: _Hlk179110715]Diagram V.1
Persentase Frekuensi Responden Tentang Komunikasi



[bookmark: _Hlk175096051]Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa dari 105 responden, terdapat 5% menilai Komunikasi sebagai Baik, sedangkan 43% menilai Baik, sementara itu 50% yang menilai Komunikasi sebagai Kurang Baik, dan hanya 2% menilai komunikasi Tidak Baik, berdasarkan diagram pie di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang komunikasi dari 105 responden dapat dikategorikan Kurang Baik.
Berikut dijelaskan hasil penelitian posisi skor pada garis kontnium berikut ini:1.053




420    TB	735	    KB	     1.050       B        1.365     SB     1.680
[bookmark: _Hlk174714356][bookmark: _Hlk174714061]Berdasarkan garis kontinium diatas dapat dilihat tanggapan responden tentang Komunikasi dari tanggapan 105 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.053 berada pada interval 1.051-1.365.
2. Sumber Daya 
Sumber daya merupakan faktor penting dan menjadi penggerak pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini sumber daya yang dimaksud adalah faktor yang mendukung Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sumber daya yang dimaksud yaitu seperti sumber daya manusia, sumber daya informasi dan kewenangan.
a. Adanya tenaga pendamping sebagai pelaksana Progaram Keluarga Harapan (PKH) yang ketersediaannya cukup memadai. Pendamping merupakan seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator guna memberikan dorongan atau pun motivasi terhadap masyarakat, sebagai fasilitator pendamping sosial dan dapat membantu masyarakat yang didampinginya. 
b. Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Sarana  prasarana merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). sarana prasarana yang tersedia harus mudah dijangkau oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
c. Adanya kemampuan pendamping sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meverifikasi data. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) perlu memiliki kemampuan untuk meverifikasi data dengan baik seperti mampu mengapdet informasi Program Keluarga Harapan (PKH) terbaru, menguasai komputer dan mengelola progarm data serta mampu membuat laporan evaluasi progaram.
d. Adanya pendamping sebagai perwakilan pemerintah yang selalu memonitor kondisi masyarakat dirasakan sangat berharga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah tenaga pendamping yang bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan dan pelatihan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai perwakilan pemeintah yang memonitor kondisi masyarakat.
Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Hlk179110932]Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	KB
	TB
	

	1.
	Adanya tenaga pendamping sebagai pelaksana Progaram Keluarga Harapan (PKH)
yang ketersediaannya cukup memadai
	Frekuensi
	0
	45
	57
	3
	105

	
	
	Skor
	0
	135
	114
	3
	252

	2.
	Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH)
	Frekuensi
	1
	40
	59
	5
	105

	
	
	Skor
	4
	120
	118
	5
	247

	3.
	Adanya kemampuan pendamping sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meverifikasi data
	Frekuensi
	4
	46
	51
	4
	105

	
	
	Skor
	16
	138
	102
	4
	260

	4.
	Adanya pendamping sebagai perwakilan pemerintah yang selalu memonitor kondisi masyarakat dirasakan sangat berharga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	Frekuensi
	3
	34
	63
	5
	105

	
	
	Skor
	12
	102
	126
	5
	245

	Total
	Frekuensi
	8
	165
	230
	17
	420

	
	Persentase (%)
	2
	39
	55
	4
	100

	
	Skor
	32
	495
	460
	17
	1.004


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data. Tahun 2024
[bookmark: _Hlk174408389][bookmark: _Hlk174738221][bookmark: _Hlk174408434][bookmark: _Hlk175096527]Berdasarkan Tabel V.5 diatas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Sumber Daya yang terdiri dari 4 (empat) sub indikator diantaranya, sub indikator yang pertama yaitu Adanya tenaga pendamping sebagai pelaksana Progaram Keluarga Harapan (PKH) yang ketersediaannya cukup memadai diperoleh skor 252, sub indikator kedua yaitu Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 247, sub indikator yang ketiga yaitu Adanya kemampuan pendamping sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meverifikasi data diperoleh skor 260. Sub indikator yang ke empat yaitu Adanya pendamping sebagai perwakilan pemerintah yang selalu memonitor kondisi masyarakat dirasakan sangat berharga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh skor 245. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut total skor tanggapan responden terhadap sumber daya adalah 1.004.        Berdasarkan hasil penelitian terhadap Sumber Daya kondisi Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat lebih jelas melalui diagram berikut:
[bookmark: _Hlk179110993]Diagram V.2
Persentase Frekuensi Responden Tentang Sumber Daya

[bookmark: _Hlk175096969]Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa dari 105 responden, 2% menilai kualitas Sumber Daya sebagai Sangat Baik, 39% menilai Baik, 55% menilai Sumber Daya sebagai Kurang Baik, dan 4% menilai kualitas Sumber Daya Tidak Baik, berdasarkan diagram pie di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang sumber daya dari 105 responden dapat dikategorikan Kurang Baik.
Berikut dijelaskan hasil penelitian posisi skor pada garis kontinium berikut ini:
1.0040



[bookmark: _Hlk174737936][bookmark: _Hlk174603568]420   TB	735	    KB	     1.050       B        1.365     SB     1.680
Berdasarkan garis kontinium diatas dapat dilihat tanggapan responden tentang Sumber Daya dari tanggapan 105 responden dapat dikategorikan Kurang Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.004 berada pada interval 736 – 1.050.
3. Disposisi
Disposisi merupakan kemampuan atau sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program yang dijalankan. Dalam penelitian ini Disposisi yang dimaksud ialah sikap atau karakter dari pelaksana dan tindakan yang harus dilakukan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam melaksanakan kebijakan semestinya.
a. [bookmark: _Hlk174411505]Adanya respon positif pelaksana dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Respon positif dari pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari komitmen mereka, keluarga miskin dapat memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, pendampingan, dan perlindungan sosial lainya.
b. [bookmark: _Hlk174411611]Adanya solusi yang diberikan oleh pendamping terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH memebrikan solusi untuk berbagai permasalahan yang di hadapi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti memberikan pemahaman tentang pentingnha pendidikan dan mendorong KPM untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka,memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan, mengelola anggaran keluarga,serta membuat daftar pengeluaran dan menabung.
c. Adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat mendampingi masyarakat tidak boleh membeda bedakan masyarakat yang satu dan lainya.
d. Adanya pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelum menjadi KPM pendamping melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH kepada aparat pemerintah, masyarakat umum, dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan setelah menjadi KPM pendamping membina KPM menjadi keluarga mandiri, pemantauan data transaksi, melakukan investigasi untuk mengecek kebenaran dan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
	Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap disposisi diliat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Hlk179111106]Tabel V. 6
Tanggapan Responden Tentang Disposisi
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	KB
	TB
	

	1.
	Adanya respon positif pelaksana dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH)
	Frekuensi
	3
	101
	1
	0
	105

	
	
	Skor
	12
	303
	2
	0
	317

	2.
	Adanya solusi yang diberikan oleh pendamping terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH)Program Keluarga Harapan (PKH)
	Frekuensi
	8
	28
	65
	4
	105

	
	
	Skor
	32
	84
	130
	4
	250

	3.
	Adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	Frekuensi
	10
	37
	55
	3
	105

	
	
	Skor
	40
	111
	110
	3
	264

	4.
	Adanya pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
	Frekuensi
	6
	43
	47
	9
	105

	
	
	Skor
	24
	129
	94
	9
	256

	Total
	Frekuensi
	27
	209
	168
	16
	420

	
	Persentase (%)
	6
	50
	40
	4
	100

	
	Skor
	108
	627
	336
	16
	1.087


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data. Tahun 2024
[bookmark: _Hlk174410261]Berdasarkan Tabel V.6 diatas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Disposisi yang terdiri dari 4 (empat) sub indikator diantaranya, sub indikator yang pertama yaitu Adanya respon positif pelaksana dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 317, sub indikator yang kedua yaitu Adanya solusi yang diberikan oleh pendamping terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 250, dan sub indikator yang ketiga yaitu Adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh skor 264. Dan sub indkator yang keempat yaitu Adanya pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasakan sebelum dan setelah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh skor 256. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut total skor tanggapan responden terhadap Disposisi adalah 1.087.         
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Disposisi kondisi Analisis Impelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat lebih jelas melalui diagram berikut ini: 
[bookmark: _Hlk179111173][bookmark: _Hlk179111476]Diagram V.3
Persentase Frekuensi Responden Tentang Disposisi


Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa dari 105 responden, 6% menilai Disposisi sebagai Sangat Baik, 50% menilai Baik, 40% menilai Disposisi sebagai Kurang Baik, dan 4% meniliai Disposisi Tidak Baik, berdasarkan diagram pie di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang disposisi dari 105 responden dapat dikategorikan Baik.
[bookmark: _Hlk174410319]Berikut dijelaskan hasil penelitian posisi skor pada garis kontinium berikut ini:
1.087
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[bookmark: _Hlk174410382]Berdasarkan garis kontinium diatas dapat dilihat tanggapan responden tentang Disposisi dari tanggapan 105 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.087 berada pada interval 1.051 – 1.365. 
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan unit unit kerja yang dibentuk untuk mendukung tujuan program. Struktur birokrasi juga bisa diartikan adanya suatu SOP (Standard Operating Procedure) serta tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi yang dimaksud adalah bagaimana pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) bertindak menjalankan tugasnya dengan memperhatikan SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditentukan.
a. Adanya mekanisme proses pemberian bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat yang layak menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
b. Adanya kesesuaian nilia bantuan yang diterima oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku.  Nilai bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat bervariasi misalnya seperti Rp. 600.000,-/ tahap atau Rp. 750.000,-/ tahap.
c. Adanya tugas dan tanggung jawab dari pelaksana atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memastikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akurat dan memenuhi syarat, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melaporkan perkembangan kepada pihak Kecamatan dan instansi terkait. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berperan sebagai perantara antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pemerintah.
d. Adanya jaminan yang diberikan pemerintah melalui pendamping sebagai bentuk kepedulian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirasakan sangat menbantu kebutuhan harian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan berbagai jaminan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seperti monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, bimbingan didalam aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.
 	Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Struktur Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Hlk179111312]Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Skruktur Birokrasi
	No
	Sub Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	KB
	TB
	

	1.
	Adanya mekanisme proses pemberian bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat yang layak menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	Frekuensi
	24
	55
	24
	2
	105

	
	
	Skor
	96
	165
	48
	2
	311

	2.
	Adanya kesesuaian nilia bantuan yang diterima oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku
	Frekuensi
	21
	68
	16
	0
	105

	
	
	Skor
	84
	204
	32
	0
	320

	3.
	Adanya tugas dan tanggung jawab dari pelaksana atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
	Frekuensi
	7
	44
	53
	1
	105

	
	
	Skor
	28
	132
	106
	1
	267

	4.
	Adanya jaminan yang diberikan pemerintah melalui pendamping sebagai bentuk kepedulian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirasakan sangat menbantu kebutuhan harian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	Frekuensi
	6
	28
	71
	0
	105

	
	
	Skor
	24
	84
	142
	0
	250

	Total
	Frekuensi
	58
	195
	164
	3
	420

	
	Persentase (%)
	14
	46
	39
	1
	100

	
	Skor
	232
	585
	328
	3
	1.148


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data. Tahun 2024

Berdasarkan Tabel V.7 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Struktur Birokrasi yang terdiri dari 4 (empat) sub indikator diantaranya, sub indikator yang pertama yaitu Adanya mekanisme proses pemberian bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat yang layak menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh skor 311, sub indikator yang kedua yaitu Adanya kesesuaian nilia bantuan yang diterima oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku diperoleh skor 320, sub indikator yang ketiga yaitu Adanya tugas dan tanggung jawab dari pelaksana atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 267, sub indikator yang keempat yaitu Adanya jaminan yang diberikan pemerintah melalui pendamping sebagai bentuk kepedulian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirasakan sangat menbantu kebutuhan harian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperoleh skor 250. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut total skor tanggapan responden terhadap Struktur Birokrasi adalah 1.148.             
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Disposisi kondisi Analisis Impelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat lebih jelas melalui diagram berikut ini:
[bookmark: _Hlk179111402]Diagram V.4
Persentase Frekuensi Responden Tentang Struktur Birokrasi


Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui, bahwa dari 105 responden, 14% menilai Struktur Birokrasi sebagai Sangat Baik, 46% menilai sebagai Baik, 39% menilai sebagai Kurang Baik, Sementara itu hanya 1% yang menilai Struktur Birokrasi sebagai Tidak Baik, berdasarkan diagram pie di atas dapat dilihat tanggapan responden tentang struktur birokrasi dari 105 responden dapat dikategorikan Baik.
Berikut dijelaskan hasil penelitian posisi skor pada garis kontinium berikut ini: 
1.148
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Berdasarkan garis kontinium diatas dapat dilihat tanggapan responden tentang Struktur Birokrasi dari tanggapan 105 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.148 berada pada interval 1.051 – 1.365.
Setelah mengetahui secara jelas mengenai Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat melalui 4 indikator, yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, dan Skruktur Birokrasi dapat diketahui melalui rekapitulasi yang disajikan dalam rekapitulasi data pada tabel rekapitilasi berikut ini:
[bookmark: _Hlk179111532]Tabel V.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
	No
	 Indikator
	Frekuensi/
Skor
	Kategori Penilaian
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	KB
	TB
	

	1.
	Komunikasi
	Frekuensi
	21
	180
	210
	9
	420

	
	
	Skor
	84
	540
	420
	9
	1.053

	2.
	Sumber Daya
	Frekuensi
	8
	165
	230
	17
	420

	
	
	Skor
	32
	495
	460
	17
	1.004

	3.
	Disposisi
	Frekuensi
	27
	209
	168
	16
	420

	
	
	Skor
	108
	627
	336
	16
	1.087

	4.
	Struktur Birokratik
	Frekuensi
	58
	195
	164
	3
	420

	
	
	Skor
	232
	585
	328
	3
	1.148

	Total
	Frekuensi
	114
	749
	772
	45
	1.680

	
	Persentase (%)
	7
	44
	46
	3
	100

	
	Skor
	456
	2.277
	1.562
	45
	4.292


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data. Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.8 rekapitulasi tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilaukan terdapat 4 (empat) Indikator Implementasi seperti Komunikasi diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.053, Sumber Daya sebanyak diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.004. 
Dispoisi sebanyak diperoleh jumlah skor sebanyak 1.087, dan Skruktur Birokrasi Sebanyak diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.148. Dari 4 indikator jawaban responden diatas diperoleh total seluruhnya sebanyak 4.292. Selanjutnya untuk mengetahui kategori akumulasi skor yang diperoleh dapat dilihat melalui diagram V.5 berikut ini:
[bookmark: _Hlk179111567]Diagram V.5
Persentase Frekuensi Rekapitulasi Tanggapan Responden Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 


Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan indikator Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, 7% menilai Impelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sangat Baik, 44% menilai  Baik, 46% menilai sebagai  Kurang Baik, dan 3% menilai sebagai Tidak Baik, berdasarkan diagram pie di atas dapat dilihat tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dikategorikan Kurang Baik.
Selanjutnya dijelaskan hasil penelitian posisi skor pada garis kontinium sebagai berikut:4.292



1.680  TB     2.940        KB     4.200         B        5.460       SB      6.720

[bookmark: _Hlk174624057]Berdasarkan garis kontinium diatas mengenai rekapitulasi Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dari 105 responden diperoleh total skor 4.292 pada interval 4.201-5.460 berada pada kategori Baik.
C. Dampak Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
Berdasarkan hasil penelitian Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, dalam pelaksanaan nya memiliki dampak sebagai berikut:
1. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan dapat dilihat dari aksesibilitas penerima manfaat dalam Pendidikan, pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak melalui PKH memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat tetapi seiring berjalanya PKH di Desa Teluk Lanus belum mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada dimasyarakat. Hanya saja PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
2. Faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga yaitu dari Struktur Birokrasi kesesuaian nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian tugas dan tanggungjawab pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang memastikan data Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) akurat dan memenuhi syarat  kemudian melaporkan perkembangan kepada pihak kecamatan dan instansi terkait pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berperan sebagai perantara antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pemerintah.


















BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka penulis dapat memberikan Kesimpulan dan hasil penelitian dan memberikan saran saran sesuai dengan penelitian.
A. Kesimpulan
1. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dikategorikan Baik. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan terhadap 4 (empat) indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terdiri dari 105 responden dikategorikan Baik, diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 4.292 berada pada rentang Skor 4.201-5.460.
2. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan dapat dilihat dari aksesibilitas penerima manfaat dalam Pendidikan. PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga yaitu dari Struktur Birokrasi kesesuaian nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian tugas dan tanggungjawab pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)
B. Saran
Berdasarkan Dampak dari Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang penulis paparkan di atas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam mengimplementasikan  Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu:
1. Disarankan kepada Penghulu Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk meningkatkan pengembangan dan penyempurnaan sistem pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sistem pendataan yang akurat dan up-to-date akan membantu mengidentifikasi secara tepat keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, serta penguatan kapasitas petugas PKH dalam melakukan verifikasi dan validasi data KPM sangat penting. 
2. Disarankan kepada Penghulu dan pihak Desa Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk melakukan perbaikan data sesuai data Dukcapil dan melakukan pengajuan ulang terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dana bantuanya tidak cair karena terblokir.
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Jumlah KK	2020	2021	2022	2023	218	218	218	218	Jumlah KM	2020	2021	2022	2023	131	128	123	123	
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Sangat Baik	 Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	0.05	0.43	0.5	0.02	
Sales	



Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	0.02	0.39	0.55000000000000004	0.04	
Sales	



Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	0.06	0.5	0.4	0.04	
Sales	



Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	0.14000000000000001	0.46	0.39	0.01	
Sales	



Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	7.0000000000000007E-2	0.44	0.46	0.03	
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